
• 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tertib 
administrasi pengelolaan keuangan agar pelaksanaannya berjalan 
efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman 
umum bagi pengaturan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di 
Kabupaten Garut; 

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang . Pembentukan 
Daerah-daerah_ Kabupaten Dalam l.ingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Serita Negara T ahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
12~, _Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Un·dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. U·ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · 
.Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah · Daerah 
(Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

. . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, . 

Mengingat 

Menimbang. 

PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA 
DE·SA (ADD) DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR 

PEMERINTAH DESA (TPAPD) DI. KABUPATEN GARUT 
TAHUN ANGGARAN 2009 

PERATURAN E3UP_A·1r1 GARUT 

NOMOR (}J. \ TAHUN ci.Q(l 9 
TEN~fANG, 



P;ERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PEDOMAN UMUM 
PSNGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI . DANA · DESA 
(Abo)· DAN· TUNJANGAN PENGHASILAN · APARATUR 
P:~MERfNTAH DESA (TPAPD) DI KABUPATEN GARUT TA.HUN 
ANGGARAN 2009. · 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

7. Peraturan · M~nteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan · Penqelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te:lah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 . 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri · Nomor 1: 3 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 35); 

1 O. Peraturan Daerah Kabupaten i Ga rut Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
Pernbentukan dan Susunan Orqanlsasl Lembaga T eknis Daerah dan 
lnspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2008 Nomor 39); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut T ahun 
Anggaran 2009, . (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 
Nomor 1); ·- 

12. Peraturan Bupati Garut Nomor 135 Tahun 2009 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 
Ariggaran 2009 (Serita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 
Nomor 1). 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pernbinaan . dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan 
Daeran (temoaran Neg:ara Repubfik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambah~ri Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan .Pefl1lerir,tah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan ·_ P(flrtje;rir-it~han Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah · 
Pt9pinsi: • daQ· (Perherintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

.·) . • ( 111 I,.' ' • • . ' . 

N~9ara. Rep:µtj'Hk Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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BEE8.11'A ··eAERAH KABUPATEN GAFUJl 
TAHlJN NOMOR' 

Qit1!~filn~~E.1n di Garut p~~~J,ng.~al .sr- 4- - ~tJ# 
seliRETJiRIS DAERAH KABUPATEN GARUT 

IJitetapkan di G a r u t 
pada tanggal /.B - -4 - ~ · 
8 U P A T I G A R U T ·· 

Agar setiap oranq mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Garut. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal3 

'_,.an ~Ee~aS]lirnana (jimaK~~d dalarn Pasal 1, merupakan dasar pelaksanaan Alokasi ,~· i~~~ji ·{~~~) dan :1.unj;;imgan :.Penghasilan Aparatur Pernerintah Desa (TPAPD) di 
'upaten Garul Tahun Arig.garan 2009. - 

Pasal2 

-: an prl)ull) Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjanian 
:~~~t~tratur Pernerintah Des~ (TPAPD) di Kabupaten G~rut ~ahun An~gtran 20©9'. 
;i~Jf t~tcantum dalam Larnpiran yang rnerupakan baqian tidak terpisahkan dari 

rar{B'upatl ini. 

Pasal1 



I. KEBIJAKAN UP,ftUM 

(l~ft9~1"1. t~I~~ ~erl.akur,1,ya P,raturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
\~~~g~i p~,~!~~n;3an ~~ri ~\entUf11'l Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentEing PemerHataha? pa1rah, .maka regulasi dimaksud merupakan pengakuan 
terHadap otdpomi de$.i, EJ.ernenc1an dengan hal tersebut, konsekuensi dari pengakuan 

o',,,·· .. t· .. ·.o·n·.·o.··tn··· .. ··i d·e··.s··.'.·.·.;···.··.· •. ma·ka······ ..... · .. li ... :e·,, p· .. ·• ... ··a.<; .. a .. e~ .•....• a·· .. •·•• d' apat diberik~n penu,gasa' n ataupun pende' fegasian ;re~tJ i;"T '1"~~t;::"u~!!;;~::~":~:; ~:~~t::~:~:~ 
desa. dan untuk p~~tn n .. p~tayanan serta pemberdayaan masyaral<at, desa 
mernpunyai sumber p~hd • , > n y,~ng terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak 
daerah dan retribusi qaeran· kabµpaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan 
pusat dan dc1erah yan'g;diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari pemerintah 
dan pemerintah daerah-serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 

Guna melaksanakan k$tentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber 
pendapatan desa, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupatep. <3arut Norppr 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 
De~a. se~~~pi landa~ritn yuridis penetapan kebijakan pemberian bantuan keuangan 
R~paq!l q,~~, .. sekat;i~qs P,edoman pengelolaan keuangan dan kekayaan desa bagi 
pemelil'.l~l'l ~esa. Selti~jutf}ya, dalam rangka rrlelaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) 
buruf c daif Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 
tenta9g Pen~elolaan ~euangan dan Kekayaan Desa, serta dalam rangka memberikan 
pedorpan datam pengalokasian bantuan keuangan Tunjangan Penghasilan Aparatur 
l?emerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009, maka perlu 
disus4n Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan 
tunjangan f>enghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun 
Anggaran 2009. 
Sebagaimana penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 
T~hun 2005 tentang Desa, kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Garut adalah 
s,bepar. 10 % (sepul~h per seratus) dari bagian dana perimbangan yang diterima eleh 
Kabup~ten Garut dari ~emerintah, Qersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alf.un 
ditambah dana aloka~i umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Atas dasar 
tersebut, besaran AD() yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 
2009 adalah sebesar Rp. 28.719.419.000 (dua puluh defapan milyar tujuh.ratu$ sembflan 
belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 403 desa di 
wU~Yf11'1 .. Kabupaten .Garut. Pembagian ADD untuk setiap desa ditetapkan secara 
prop~fonal berdasarkan 4 (empat) variabel yang terdiri atas jumlah penduduk, luas 
wilayah, keterjangkauah dan jumlah kepala keluarga miskin. 

Adapun Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Oesa (TPAPD) merupakan bantuan 
kel!langan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Garut kepada Desa sebagai stimulus 
untuk pemberian tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa beserta perangkatnya diluar 

. t ' ., ' 
Sekretans Desa yang telah diartgkat sebagai PNS. Bantuan keuangan tersebut secara 
substansi merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengurangi disparitas 
penqhasllan antara Kepala Desa, Kepala urusan dan Unsur Kewilayahan dengan 
Sekretaris Oesa yang telah diangkat sebagai PNS, mengingat secara normatf pemberlan 
tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkatnya merupakan tanggung jawab pemerintah 

LAMPIRAN PlR,TURAN BUPATI GARUT 
N<?,tl~l ~ I rH · 
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B. Prinslp-Prinsip P,'1gelolaan ADD 

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD meliputi : 
1. Pengelolaan ADD berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa 

y~n~ltberd~sarkan .a~~s-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 
dengJn tertib dan disiplin anggaran. . 

A. Jumlah Bantuan dan Sasaran 
1. Berda~arkan P~raturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Ar,ggaran Pen~apatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 
2009, maka besaran . ADD yang diperuntukan bagi 403 desa adalah sebesar 
Rp. 28.719.419.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan belas juta 
empat ratus sembifan belas ribu rupiah). 

2. Hasil perhitung<ln ADD berdasarkan rumus dan variabel sebagaimana dimaksud 
dalam ketenttl~n Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabup~ten Garut 
Nomor 20 Tah~6 200.8 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, maka 
besaran/nilai ApD terbesar adalah Rp. 151.062.000,- (seratus lima puluh satu juta 

"'inam puluh .dua ribu rupiah) dan besaran/nilai ADD terkecil · adalah 
Rp. 51.386.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). 

UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA 
' . ) 

II. 

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 68 ayat ( 1) huruf d Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentanq Desa. Atas dasar tersebut, maka besaran bantuan 
keuangan Pemerintah Kabupaten Garut yang diperuntukan Desa bagi Tunjangan 
Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) untuk Tahun Anggaran 2009 adalah 
sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk setiap desa di wilayah 
Kabupaten Garut. 
Berdasarkan proporslonalitas yang ditentukan oleh 4 ( empat) variabel perhitungan ADD 
ditambah dengan besaran bantuan keuangan kepada desa yang diperuntukan bagi 
TPAPD untuk masing-masing desa, maka akumutasl/[umlah nilai terbesar dan terkecil 
untuk ADD dan bantuan keuahgan yang diperuntukan bagi desa dan TPAPD pada Tahun 
Anggaran 2009 adalah sebagai berikut : 
a. Nilai Terbesar 

- ADD terbesar Rp. 151.062.000,- 
.. ditambah TPAPD Rp. 26.000.000,- 
Jumlah Rp. 177 .062.000,- 
(seratus tujuh puluh tujuh juta enarn puluh dua ribu rupiah) 

b. Nilai Terkecil 
- ADD terkecil Rp. 51.386.000,- 
- ditambah TPAPD Rp. 26.000.000,- 
Jumlah Rp. 77.386.000,- 
(Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) 

Guna rnemberikan arah bagi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan 
Tunjan~an ~~nghasila~ Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), sehingga terintegrasi dalam 
~.~nat;,,q~,:~~pn keuangan d~sa serta akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan i~.n.. '.~~'~W.~ Desa . (APBDesa), penggunaannya tepat sasaran dan dapat 
~ipert~pgg'~1gjawabkan, perlu dibuat pedoman umum pengaturan dan pelaksanaan 
Aloka$j QaO~ Desa {ADD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009 dengan 
berpedprnan pada peraturan perundang-undangan. 

2 



q. Jenis Ktgiatan 
Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD adalah sebagai berikut : 
1. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan B~D 

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dialokasikan Anggaran 
Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30 % 
(tiga puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa dengan peruntukan sebagai 
berikut : 
a. Operasionai Pemerintah Desa, yaitu berupa belanja langsung yang meliputi 

jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja 
modal, meliputi : 
1) Belanja barang pakai habis, berupa ATK; 
2) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor 
3) Biaya perjalanan dinas monitoring dan konsultasi; 

4) Biaya pelaksanaan rapat; dan 
5) Pengadaan barang dan jasa lainnya. 

b. Operasional BPO yaitu berupa belanja langsung yang meliputi jenis belanja 
yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal, 
meliputi: 
1) Honorarium Anggota BPD; 

2) Belanja barang pakai habis, berupa ATK; 
3) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 
4) Biaya perjalanan dinas monitoring dan konsultasi; 

5) Biaya pelaksanaan rapat; dan 

6) Pengadaari barang dan jasa lainnya. 
2. Pemberdayaan Masyarakat 

Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dialokasikan sebesar 70 % 
(t~juh puluh per seratus) dari .A.lokasi Dana Desa. Jenis kegiatan fisik yang bisa 
didanai diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
a. lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat; 
b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

2. Pengelolaan ADO merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa 
dalam APBDesa yang. harus di,gunakan secara hemat, terarah dan terkendali; 

3. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, 
sehingga bentuk pertanggungjawabannya adatah pertanggungjawaban APBDesa; 

4. Seluruh • kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya 
dilaksan~kan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa didasarkan pada perencanaan 
yang · t~Iah ditetapkafl serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan BPD, 
Lenibaga Kemasyarakatan atau unsur-unsur lainnya di desa; dan 

5. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis 
dan hukum. 
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D. Mekanisme Penyaluran ADD 
1. Pemerintah Desa membuka rekening atas Rama bendahara desa pada bank yang 

ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa: 
2. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD yang dilampiri dengan 

berkas persyaratan pencairan kepada Bupati Garut c.q. Kepala Sadan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut 
melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan; 

3. Kepala Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa (SPMPD) 
Kabupaten Garut meneruskan permohonan dimaksud, berikut lampirannya kepada 
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 
Ga rut; 

4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 
Garut menyalurkan ADD langsung melalui transfer dari kas daerah ke rekening 
Desa yang bersangkutan; 

5. Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan mekanisme pencairan 
sebagai berikut · 
a. Tahap Pertama 

Penyaluran ADD pada tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh per seratus) 
diperuntukan bagi Operasional Pemerintah Desa dan BPD. 
Syarat pencairan ADD Tahap Pertama adalah sebagai berikut : 

1. Salinan Peraturan Desa tentang APSDesa; 
2. Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan bendahara desa; 
3. Salinan Nomor Rekening Bendahara; 
4. Kuitansi Penerimaan ADO; 

5. Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD); 
6. Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) 
7. Daftar Rencana Kegiatan (ORK); dan 
8. Lembar Kerja (LK) untuk operasional. 

Adapun kategori jenis-jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang 
dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut: 

a. infrastruktur/fisik dalam skala kecil yang dapat memberikan manfaat secara 
langsung bagi peningkatan perekonomian maupun pelayanan terhadap 
masyarakat; 

b. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan; dan 
c. perekonomian di tingkat desa dan/atau modal usaha BUMDES. 

c. bisa dikerjakan oleh masyarakat; dan 

d. dukungan sumber daya pembangunan. 
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E. lnstitusi Pengelola ADD 
lnstitusi pengelola ADD adalah tim yang terdiri dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, 
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa. Adapun 
susunan keanggotaan dan tugas Tim adalah sebagai berikut : 

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten 
a. Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi tingkat kabupaten terdiri dari : 

1) Bupati Garut, selaku Penanggung jawab; 
2) Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, selaku Pengarah; 

3) Kepala Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Garut, selaku Ketua; 

4) Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, 
selaku Sekretaris; 

5) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian 
dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, dan lnspektur Kabupaten 
Garut, selaku anggota; dan 

6) Para Kepala Subbidang pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan 
dan Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, unsur pada Bagian Hukum dan 
Perundang-undangan Setda Kabupaten Garut, dan unsur pelaksana pada 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Garut selaku staf Sekretariat. 

b. Tugas Tim Fasilitasi tingkat kabupaten adalah 

1) melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi 
tentang ADD; 

2) rnembantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada 
Tim Pel~ksana di tingkat Desa; 

1,. 
3) menent~~an besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah 

ditetapkan; . 
4) rnelakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD 

bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan 
kegiatan; 

5) melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan 
masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada lnspektorat. 

c. Tim Fasilitasi tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

b. Tahap Kedua 

Pencairan tahap kedua sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) diperuntukan untuk 
kegiatan Pemberdaya.an Masyarakat, dengan persyaratan sebagai berikut : 
1. SPJ Tahap pertama yang telah dipertanggungjawabkan 100 %; 
2. Laporan perkembangan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD Tahap I rutin 

setiap bulan, yang berisi realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD; 

3. Kuitansi Penerimaan ADD Tahap 11; 
4. Serita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD) Tahap II; dan 
5. Rencana Biaya (RB) pelaksanaan kegiatan pernberdayaan masyarakat dan 

ekonomi. 
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F. Alur Kegiatan ADD 
1. Perencanaan Kegiatan 

a. Sosialisasi Tingkat Kecamatan 

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan 
d,ngan tuj~an, prinsip, kebijakan dan prosedur maupun hal lainnya yang 
berkaitan d~ngan ADD agar dapat dipahami oleh penerima serta mampu 
rnencapai h~sil yang diharapkan, yaitu : 

a. dipahaminy~ informasi pokok-pokok ADD yang meliputi pedoman umum, 
besararrdan sasaran, prinsip, kebijakan, kelembagaan dan mekanisme; dan 

b. dipaharninya prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
ADD. 

Peserta sosialisasl tingkat kecamatan, yaitu : 
1) Camat qan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
2) lnstansi Sektoral Kecamatan; 
3) Para Kepala Desa; 
4) Ketua Bl'D; dan 

.. 5). l)n .. P.~9Q9~f,~ PK~ Tingkat Kecamatan. 

2. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan 

a. Susunan Keanggotaan Tim Pendamping tingkat kecamatan terdiri dari : 
1) Camat selaku Ketua; 
2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Anggota. 

b. Tugas Tim Pendamping tingkat kecamatan adalah sebagai berikut: 
1) memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa; 
2) melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran ADD yang diajukan 

oleh Kepala Desa kepada Bupati; 
3) meJakukan pembinaan, monitoring dan evatuasi peJaksanaan ADD daJam 

setiap proses tahapan kegiatan; dan 
4) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya 

kepada Bupati rnelalul Tjfll Fasilitasi Tingkat Kabupaten. 
c. Tim Pen9ar,pina tingl<at K!qamatijfl ditetapkan denqan Keputusan Bupatl, v 

3. Tim Pelaksana ~fingt<at PeJct 
a. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana tingkat desa terdiri dari: 

1) Kepala Desa, selaku Penanggung Jawab; 
2) Sekretaris Desa, selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; 
3) Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua Tim Penqqerak PKK Desa, dan perangkat 

desa lainnya selaku anggota; dan 
4) Bendahara Desa, selaku bendahara. 

b. Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa: 
1) mengeloia ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 
2) membuat laporan pelaksanaan ADD kepada Tim Pendamping Tingkat 

Kecamatan. 
c. Tim Pelaksana tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. , 
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4. Verifikasi 

Veriflkasl rnerupakan tahapan kegiatan untuk rnerneriksa kelayakan kegiatan di 
,o;t,asing-m~sing)IQkasi yang akan didanai dari ADD. Verifikasi ini·dilakukan oleh Tim 
Pendemplnq Tiogkat Kecamatan yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui 
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Ga rut. · 

3. Musyaw-rah Perencanaan di tingkat Desa 

Musyawarah perencanaan merupakan pertemuan masyarakat .:di desa yang 
bertujuan untuk fuembahas seluruh gagasan kegiatan di tingkat desa dan hasil dari 
penggalian ga{lf!San di tingkat dusun. Hasil yang akan dicapai dari musyawarah 
perencanaan desa adatah sebaqai berikut : . 

' - 

a. dite,tapkanny~ skala prioritas usulan-usulan kegiatan di tingkat dusun; 

b. disepakatinya usulan kegiatan yang akan didanai dari ADD; dan 

c. disepakatinya pengelola kegiatan terutama untuk kegiatan fisik; 

Hasil dari musyawarah perencanaan di tingkat desa tersebut merumuskan 
kegiatan-kegiat(!)n yang akan didanai dari bantuan Alokasi Dana Desa baik fisik 
maupun non fisik untuk dimasukan dalam APBDes yang ditetapkan dengan 
Peraturan · Desa. 

b. tersusunnya skala prloritas di tingkat dusun. 

2. Penggalian Gagasan 
Untuk mendapatkan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dilakukan 
pen~9:,liar gS~~san dari setiap dusun dengan melibatkan seluruh lernbaga­ 
femb,aga yang ~ada di tingkat dusun seperti RT, RW dan lembaga lainnya serta 
warga masyarakat dengan hasil yang diharapkan sebagai berikut : 

a. terakomodirnya kebutuhan seluruh warga masyarakat; dan 
• 

b. Sosialisasi Tingkat Desa 

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan sosialisasi ADD kepada 
desa-desa di wilayah kerjanya masing-mpsing dengan tujuan sebagai berikut : 

1) dipahaminya informasi pokok-pokok ADD yang meliputi pedornan umum, 
besaran dan sasaran, prinsip, kebijakan, kelembagaan dan mekanisme; dan 

2) kesiapan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dari mulai perencanaan, 
pelaksanaan dan pemeliharaan. 

Peserta sosialisasi tingkat desa, yaitu : 

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa: 

2. Ketua dan anggota BPD; 

3. Ketua dan anggota LPM; 
4. Ketua dan anggota Tim Penggerak PKK Tinqkat Desa; 

5. Ketua RT!RW; dan 
6. Tokoh Masyarakat. 
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G. Pelaksanaan Kegiatan 
1. Pelaksana Kegiatan 

Penanggung jawab seluruh kegiatan yang pernbiayaannya bersurnber dari ADD 
adalah Tim Pelaksana tingkat desa. Narnun dernikian, guna melaksanakan 
kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, terutama untuk kegiatan operasional 
dapat dibentuk sub-sub tim sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan pemberdayaan 
masyarakat dan ekonomi dilakukan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan 
yang ada di Desa yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan 
pernbanqunan. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib 
memperhankan haf-haf sebagai berikut : 
a. pelaksanaan kegiatan harus dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran serta 

tepatjumlah; 
b. penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta sesuai 

dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam ORK; 
c. pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus dilakukan secara 

transparan dan dapat dipertanggungjawakan secara teknis dan administrasi 
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

d. pe!Jl~rintah :desa bersama-sarna dengan masyarakat berkewajiban melakukan 
peI~starian hian p.engt:1mbangan hasif kegiatan pefaksanaan pembangunan 
(prJ~ca pelaksanaan); dan 

e. dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tidak boleh dilaksanakan oleh 
pihflk ketiga (rekanan), karena bantuan alokasi dana desa bersifat stimulan. 

2. Eval.ujs; 

Gup~r~~~rta~9i p~[!<~mbangan pelaksanaan kegiatan wajib dilakukan monitoring 
ol,~l.g~~ari~QY~9 l~,~1b: k7giatan dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Hasil 
mo~,f~rimg . ter(~'plJt;Jj~di~an bahan dalam rangka melaksanakan evaluasi pada 
ral?~t~~~lua~i ~~.lak~lraan kegiatan baik di tingkat desa maupun kecamatan dan 
baHampenyusunan. Japoran berkala maupun laporan akhir. 

3. Pel•poran 
Penyampaian i~poran keqlatan-keqiatan di dalam APBDesa yang bersumber dari 
ADD dilaksana~an melalui [alur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa 
dan diketahui ~pal~ Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecarnatan secara 
bertahap. Tim Pen<:llamping membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan 
tingkat desa di wilayah kecamatan secara bertahap kepada Bupati melalui Tim 
Fasilitasi Tinqkat Kabupaten. Adapun format/instrumen yang digunakan untuk 
tahapan pelaporan adalah sebagai berikut: 
a; Laporan perkembangan pengesahan DRK dan penyaluran bantuan ADD 

1) Tim Pepdamping Tingkat Kecamatan melaporkan perkembangan 
penges~~~n ORK dan perkembangan penyaluran bantuan. ADD masing­ 
masing ID~sa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap bulan dengan 
menqqunakari' format (LAP-DRK-BPD/K-Kec); 

2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaban Desa 
(BPMPD) Kabupaten Garut melaporkan rekapitufasi perkembang~n 
pengesahan ORK dan penyaluran bantuan Alokasi Dana· Desa kepada 
Bupati. 

8 



A. Jumlah Bantuan. dan Sasaran 

Besaran bantuan keuanqan yang diperuntukan TPAPD pada Tahun Anggaran 2009 
.sebaqaimana yang;:telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nornor 
:1 Tahun 21009 tent~ng .Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ksbupaten Garut 
;Ta,b,1.1 .. r;a.: .... A1DiCl1'11ara .. n;.~ggar~:~dalah seeesar RDi 10~aJ4:7:• q .O- ~0·.•,0.0:Q-· O .... ~.S~1';UIIJ . .,>'mifMa;[. e,rnn.~t ... 

• • 1 • ~ ... - , ... ,_...111·L._. ~~--~~1liill ~ n:······1rdftl1B~- 

. 
111. PEDOMAN · .UMUM P:ENGATURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN 

TUNJANGAN PENGftASILAN APARATUR PEMERINTAH OESA (TPAPD) 

H. Pertanggungjawaban ADD 
Berdasarkan keterituan Pasal 19 ayat ( 1) dan Pasal 21 ayat ( 1) Peraturan Daerah 

. Kabupaten . Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan 
Kekayaan Desa, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan 
keuangan desa dan pertanqqunqlawaban ADD terintegrasi . · dengan 
perta.nggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah 
pertanggµngjawaban APBDesa. Selanjutnya, dengan berlandaskan pada 
ket~ntua'.n Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 
Tanun 2008, maka mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa adalah 
sebagai berikut : 
1. Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa 

a. S'3kretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 
P~rtanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Peraturan 
Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; 

b. Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan · Kepala Desa 
disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama 
BPD · guna · mendapatkan persetuiuan bersama, dengan jangka waktu 
penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 
dan · 

c. Berdasarkan persetujuan bersam.a Kepala Desa dengan BPD, maka 
Rancangan . Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

2. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa 
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBDesa dlsarnpalkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari 
keria setelah Peraturan Desa ditetapkan. 
·) .... -, ' I 

b, Laporan hasif .pelaksanaan bantuan ADD 
. I 

1) Tim Pel~.J<san~ Tingkat · Desa menyampaikan laporan perkembangan hasil 
pelaksan~an fisik dan keuanqan bantuan ADD setiao bulan kepada Tim 
Pendamping Tingkat Kecamatan dengan menggunakan Format (Lap Desa); 

2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di setiap Kecamatan 
selaku : petuqas pendampinq bantuan ADD tingkat Kecamatan 
m~nyarnp~ik~p lapo[s~n rij~~p~~lasi perkembangan hasil pelaksanaan fisik 
~$.n ke;~~g,~tl ::kep~~a Kepa.ta Sadan Pemberdayaan Masy~:rakat dan 

.Pemerin{thari Desa Kaoupaten Garut paling lambat tanggal 20 bulan 

.berikutnya, dengan menggunakan format (l.ap-Kec): 

3) Kepafa Badan PeO,berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Garut menyampaikan rekapitulasi perkembangan fisik dan 
keijangah dari bantuan ADD serta hasil analisisnya kepada Bupati dengan 
menggunakan format (Lap-Kab). 
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C. Mekanisme Penyaluran TPAPO 

1. Pemerintah Desa membuka rekening atas nama bendahara desa pada bank yang 
ditunjuk berdasa.rkan Keputusan Kepala Desa; 

2. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran TPAPD yang dilampiri dengan 
berkas persyaratan pencairan kepada Bupati Garut c.q. Kepala Sadan 
Pemoerdayaart Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut 
melalui Camat i~etelah dilakukan verifikasi; 

3. Kepal~ Badan. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) 
K8b,Mf:.?a\en Ga~t meneruskan permohonan dimaksud, berikut lampirannya kepada 
Kep~la Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 
Ga rut; 

4. Kepfila Oinas fl>fr1fapr1tan1 Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 
Garut rr1enya1u;rtan TPAPD langsung melalui transfer dari kas daerah ke rekening 
De,sa yang ber,~ngkutan; 

·•.,lb_, .. · '., . 

5. Peny~luran TPAPD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 
Rp. 1$.000.00<:>,- (tiga belas juta rupiah), dengan persyaratan pencairan sebagai 
berikut: 

a. Tahap Pertama 

1) Daftar nominatif perangkat desa; 

2) Keputus~h Kepala Desa tentang penunjukkan bendahara desa; 

3) Salinan Nomor Rekening Sendahara; 

4)' Kuitansi Penerimaan TPAPD Tahap I; 

KabupGtten Garut, masing-masing desa menerima sebesar Rp. 26.000.000.000 (dua 
puluh enam juta rupiah). 

B. Peruntukan 
TPAPD diperuntukan bagi Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

1. Bes. ar.• •. an tunjangan bagi Kepa. la Desa adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus 
lima puluh ribu rupiah) per bulan; 

2. Besaran tunjangan bagi Sekretaris Desa adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus 
lima puluh ribu rupiah) per bulan; 

3. Be~aran tunjangan para Kepala Urusan dan unsur kewilayahan. yang ada di desa 
dit,tapkan dengan Keput~san Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah di 
tingkat desa deAgan memperhatikan keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, 
eflslensi dan efektivitas yang dituangkan dalam Serita Acara Hasil Musyawarah 
Desa; 

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku dalam hal 
Sekretaris Desa telah diangkat menjadi PNS atau telah terdapat penempatan 
Sekretaris Desa yang berasal dari PNS; 

5. Terhadap Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS tetap berhak atas TPAPD 
sarnpal dengan diterimanya gaji sebagai PNS; 

6. Dala{Tl hal Sekretaris Oesa telah diangkat menjadi PNS, maka TPAPO yang 
seharusnya diterima oleh Sekretaris Desa dapat dialokasikan bagi penambahan 
TPAPD yang ciiperuntukan bagi para Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan, 
setelah dilaksanakannya pergeseran anggaran pada saat dilakukannya perubahan 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa pada tahun 
anggaran berjalan. 
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b. Penggunaan 
1. kegiatan . yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam 

APBDesa; 
2. daya serap (rea!isasi) keuangan sesuai yang ditargetkan; 

3. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; 
lit hg.e,gr,n:w,a.i1,n:nl:.tb :n&.n.e.rima.mamaat lwutama. rlari k~,~'"''''-••m•'""''"'"'" .. 

Guna menjamin terlaksananya seluruh kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan 
penggunaan ADD dan TPAPD, maka Pernerintah Kabupaten Garut dan Camat wajib 
membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan 
pengawasan Pemeriritah Kabupaten Garut dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 
desa, meliputi: 
a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD dan TPAPD; 
b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang 

mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung­ 
jawaban APBDesa; 

c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset 
desa;dan 

d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa. 

Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, 
melipoti: 
a. memfasilitasi administrasi keuangan desa; 

It 
b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 
c. memfasilitasi pelai<sanaan ADD dan TPAPD; dan 
d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan 

penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa. 
Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan 
penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu : 
a. Pengelolaan 

1. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD dan TPAPD; 
2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan tingkat Desa; dan 
3. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan 

ADD dan TPAPD oleh pemerintah desa. 

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

5) Serita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD) Tahap I; dan 

6) Daftar Rencana Kegiatan (ORK). 
b. Tahap Kedua 

1) SPJ Tahap pertama yang telah dipertanggungjawabkan 100 %; 

2) Serita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD) Tahap II; 
3) Kuitansi Penerimaan TPAPD Tahap II; 

F. Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban TPAPD mengacu pada mekanisme pertanggungjawaban ADD. 
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BUPATI GARUT 

VI.PEN UT UP 
Pedoman pengaturan dan pelaksanaan ADD dan TPAPD di Kabupaten Garut Tahun 
Anggaran 2009 merupakan landasan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaaan 
ADD dan TPAPD. Apabila diperlukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Pemerintah 
Desa diberi kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengatur 
secara febih rinci penggunaan ADD dan penetapan TPAPD sesuai dengan situasi dan 
kondisi serta kebutuhan desa yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan 
Pedoman Pengaturan dan Pelaksanaan ADD dan TPAPD. 

V. PENGHARGAAN DAN SANKSI 
Dalam rangka pembinaan ADD dan TPAPD, perlu dilakukan pengamatan oleh Tim 
Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan cara sebagai berikut: 
a. bagi desa yang dalam peiaksanaan ADD dianggap berprestasi hendaknya diberi 

penghargaan; 
b. bagi Desa yang da!am penggunaan ADD dan TPAPD tidak sesuai dengan ketentuan 

dikenai sanksi; dan 
c. kriteria untuk penetapan pernberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan 

oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. 

5. tingginya konstribusi masyarakat dalam rnendukung penggunaan ADD; 
6. terjadi peningkatan pendapatan asli desa; dan 
7. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa. 
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